KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten  Gresik  Nomor
117/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 7 September 2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
37);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
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10.

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1125);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352
Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun
2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GRESIK TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG

DIKECUALIKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK.

Menetapkan informasi publik yang dikecualikan pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana

tercantum dalam Diktum KESATU adalah Informasi Publik

yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum;

Informasi publik yang dapat menghambat proses

penegakan hukum meliputi:

a. Informasi Publik yang menghambat proses
penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan; dan

b. Informasi Publik yang mengungkapkan identitas
informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang
mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2. Mengganggu kepentingan pelindungan kekayaan
intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha
tidak sehat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gresik;

3. Membahayakan keamanan  penyelenggara atau
penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

4. Mengungkap rahasia pribadi;

Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia

pribadi meliputi:

a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening

bank seseorang;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/atau

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan

formal dan satuan pendidikan nonformal.

Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia

pribadi sebagaimana dimaksud, tidak termasuk

Informasi Publik yang dikecualikan apabila:

a.

Pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau
Pengungkapan berkaitan dengan seseorang dalam

jabatan-jabatan publik.

5. Mengungkap rahasia jabatan.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dikecualikan dari akses publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho
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